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Halaman 12

Para perwakilan fraksi pactai politik di Komisi 11 TR bersama pemerintah vang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyn Hadi dan Wakil Menteri Hukum
Lalward Ormar Sharif Uiy menanditangan beril acars perseluuan Raneangsr Kitab Undang undang ukm Avara Pidana (REULAP) di cuang sidang Komist 11
PR, Takarta, Kamis (1311/2025) petang, Semua frakst di Kamisi [TEDPR dan pemerintah sepakat untuk membawa RKTUHAT dalami perbicaraan finglat [, yakni
perstluuan pengesthan U Hapat Faripurna DPR Dengan pengesaian ersebul, Indunesia akan memilin KULAP barg,
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Tidak Semua Masukan
Diakomodasi dalam RKUHAP

Selangkah Tagi, Indonesia memiliki KUHAP baru. komisi 11T DPR dan pemerintah sepakat
untuk membawa RKULAP agar disahkan dalam Rapat Paripurna DPR terdekal.

JAKARTA, KOMPAS — Pernhahas-
i wang 29 materi keustal da
lam  Rancangan  Kitab  Tn-
dang undang [ukum Acara Pi
ilana atau BKLITHAT tuntas ha-
iy dadinems dua hard. Pemerinlab
dan semma frabksl partai politik
di P menvepalati semua pa-
sal dalam REITHAR sehingga
Lingal disabkan dalam Hapal
Paripima DPR. Meski begitu,
Liduk semua masukan darn ma-
svarakat diaknmodasi dalam re-
wisl regubisl vang mengatur tala
cara atan prosedur penegakan
hukum pidana i Indonesia
i,

Komisi [T PR dan peraa-
kil pemmerintal mesuntaskan
pembahe=an kembali 29 materi
krusial dalum HEUHAF pada
Kamis  (13/11:2025).  Semua
[raksi parpol di Kemdst 1 DPR
dan pemerintah berse pakat un-
luk melanjutkan pembiisas
REITHAP ke tingkat 11, yakni
pengambilan persciujuan pu
ngesahan REUHAR dalam Ra-
pral Paripurna DPR

Trengan demikian, 29 materi
kruslal itu selesad dibathas huny
dalam dua hari. Sebaly, Komisi
11 DFI dan pervakilan peme
rintah hami menlai pemha-
hasan padu Habu (12,111

"Rami meminta persetujoan
bepula angol Komist 1 dan
emerintaly, - apakal naskab
RUL Kitsb  Undang-undang
Hutbwen Acarn Tidana dapat di-
lanjutkan pada  pembicaraan
Hngkat 1 waitn pesgambilan
keputusan atas RUL KUHAP
wiittg akan dijad walkan pada Ra-

pat Paripurna DPR terdekat,”
Fata Ketua Komisi LI IR Ha
hihurokhman dalam rapat ple-
no  penganbilan  keputusin
tingkat T RETTHAP di Gedung
Musamtara 1L Jubarla, Kamis
petang

Semuy wrggoty Komisso T
yang hadir serta pervakilan pe-
merintah, vaknl Menlen Sck-
retaris Negaa Prasetyo Hadi,
Wakil  Mensesned  Dambung
Eka Subavivanta, dan Wakil
Menteri Hukum Edwand Omar
Sharif Hioriej, lantag knmpak
menjawab, "Setujul”

Sejak Juli 2025, DPR telah
menerima mesukan dari seti-
ki 250 clemen magvrmkal,
Diard masukan itn, Komisi 111
DPL menyimpuikan ada scti
clakmva 29 materi krusial dalam
BEUILAP vang smsih memer
lukan pembahasan ulang.

Pemerinbd juga menerima
masukan-masukan dari magya-
rakal. Edward mengunghaphin,
pemerintah selidakiys mene-
rima 40 masukan varg diake
moidasi  dalam pembahasan
RELTIAE Menurut dia, masuk
an tersehit hisa saja skan her-
wjuny pada perubaban mocang
an pasal-pasal yang ada di da-
lamaya.

Namun, menarut Hahibn-
rokhman, tdak semus masuban
hign dinkomndasi karena ada
keterbutasan.

"Tentn kami malon ik,
bushwa Lidak bisa semus masuk-
an dard semioa orang kani ak-
modir i sini (pembahasan
REUHAF) DPR memiliki ke-

terhatazan, bahkan tidak semua
Reiegitian dan kami pribadi o
sing-masing hisa diakomodir di
sink Inilah namanva readites
parkemen, ya" ungkapnva da-
lam jumpa pers seusn Hapal
Plen Komisi [LEDTH,

Numun, din menegaskan,
Prembentik wndang-undang te-
Lih melakukan pembahasan de-
TEAT Meeraien prinsip par-
Lisipasi bermakna serla trans-
selama empat hulan fer-
akbir s DPR lelah 93 kall
tapat dengar pendapat usmn
dengan berbagsi-kalangin un-
POk ek maskan menge-
nai REUHAR

"l Jeeus saling borkon-
prami, menerima pikiran dari
pekan-rekan, i kartpromi
yang komteksnva positil, va
Tiapel, vernang bidok bisis scanua
Yang paling penting, kami mak-
simalkan i sebogai pendam
pimg dari K1THT yang akan ber-
Lok Jonward 20267 kata 1o
hibwrnkhman.

Mensesncg Prasetve berdi
rap KU KITHAD o i
Ll bersma di e
Paripurna DR untuk diszhkan
menjadi undang-undang, Do
ngan demikian, Indemesia dapat
sepera memlkl lndasan v
vidis baru dalam penyelenggn-
ruan hukum pidana,

Tuntas dibahas

Sementara im, s kemsial
yang luntss dibabas ulang il
antara kin pengaturan soal
pemblokinan, penghapusan is-
tilah penyidik utam, penumtut

e fertinggl,  penvandang
disubilites, kebuluban khusus,
dan kelompok rentan. Materi
lerkadl pengeeualian dan peng
awasan penyelidikan, penjelas-
an intimidasi, serla kewenang
an penunbit omom  dalam
menghentikan penuntulun me-
Tabui denda damai jugs sudah
selesa disepakall

Penyitaan hak korhan, pe-
vanderaan, banluan hukum,
dan hak pepdampingan korban
Jugi Lelah selesal dibedah ulang
oleh Koanis ITTTHR dan peme-
rintzh, Pasal-pasal ferkait pen-
calrtan pembdolivan dam me-
kanisme  penshanan  hakim
vang diduga melangear Tokum
Jjuga telah disepakat

Degitu gl atuca, metgena
mekanisme pemberian keadil-
an restoratil yang sebolumnya
sempat diperdebatkan. Semua
[ruked parpol di Komesi 11 DER
dan perwakilan pemerintah se-
pabal, kewdilan restoratil i
berikan di akhir. yakni oleh
petgmdilan.

Prasetyn menegaskan, RKL-
AP suchaby mmemperluss pene
rapan keadilan restoratit, Selain
o juga menegaskan pertang
aungjawaban pidana korporasi
hunggn memperhval peran wl-
wokat. RKUTHAF juga menye-
laraskan seluruh mekanisme
Tk acara dengan KUHF ba-
ru sehinggs hukum pidana ma-
teriil dan fornil biss bBejalan
bieririmgan.

Rukan Poss b, menureot
Prasetyo, REUHAP jugs telah
et bebagai pembarian

penting. Ini sudah sesuai tun-
buitian ertasyarakalt terhadap pro
ses fakum yang akuntabel, efi-
sien, dan menghormati [AM
yang kini semakin koat.
“Seperli penpustan perdin
dungan HAM, digitalisasi pro-
ses hukum dan pengikuoan buk
ti-hukhi etektronik, serta peng-
awagan ketal lechadap upava
Perksi dan penetapan kersangka
unluk meneegah penyalahsu-

naan wewenang,” ujarnva,

Tidak cukup

Seeard lerpissh, Dekan Fa-
leultas Hulour Universitas Bra-
wijava, Aan Eko Widiarto me-
tyatakan, pembaliosam dengin
mengakimodasi masukan pub-
lik meinang harvs dilakukan,
Namun, partisipasi bernakna
tidak  hanva cukup  <dengan
mengaknmodasi masukan pub-
lik sujas

Menurut dia, PR dan pemne-
rintah harus menjelaskan per
timbangan pengambilan kese-
pakatan  tingkat 1 sebelum
REUHAP disahkan dalam rapat
paripurm Penjelasan seperld
itulah yang disebut dengan pe-
meauhan hak unluk dberi pen
jelasan (right o e exgpldaimed)
unluk memenuhi - perlisipas
hermnaki.

Aun menegackuan, penjelisan
ini sangat diperlikan agar pib-
lik memahami alasan dars purs
et ind ang-vndang k.
memasukban pasal-pasal vang
ada. Hal ini terntama terhadap
sejumlah isu vang menjali ma-
suban masvarakat, (RT
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